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Abstract

Especially in emerging countries, State Owned Emises (SOEs) are commonly perceived
as uncompetitive actors. Their operations are ingfit due to the interferences of
bureaucracies as well as political parties. Howevlte experiences of Malaysian SOEs,
represented by a huge holding company named Khazbliaéional Berhad or Singaporean
SOEs under Temasek Holdings, showed a differere. peltey are really very competitive
players, even in the world. It seems that the yeptoblem is not relied on the ownership
itself, but in the way by which the corporatiormanaged. This paper is concerned with the
restructuring of SOEs in Indonesia by arguing thaiher than ownership, the governance
system of SOEs might be more important. Therefiwee, restructuring efforts should be
oriented to change systematically not only the gouece system within enterprises, but also
in the Ministry of SOEs. Good public governance gondd corporate governance should be
implemented comprehensively in this effort to enbathe competitiveness of SOEs in
Indonesia.
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1. Pendahuluan

Dalam konteks pemberantasan korupgiood governancesering diartikan sebagai
penyelenggaraan negara yang bersih dari praktekpkorDalam proses demokratisagod
governancesering mengilhami para aktivis untuk mewujudkamyséenggara negara yang
memberikan ruang partisipasi bagi pihak di luaryeémnggara itu sendiri, sehingga ada
pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang agt@andalam arti luas (termasuk peran
partai politik), masyarakat sipil, dan dunia usahdanya pembagian peran yang seimbang
dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersdlukan hanya memungkinkan terciptanya
“check and balanéetetapi juga menghasilkan sinergi antar ketigadgégam mewujudkan
kesejahteraan rakyat.



Secara umum ada beberapa karakteristik yang metédatm praktekgood governance
Pertama, praktegood governancéarus memberi ruang kepada pihak diluar penyekmagg
negara untuk berperan secara optimal sehingga nghkamian adanya sinergi diantara
mereka. Kedua, dalam praktefood governanceerkandung nilai-nilai yang membuat
penyelenggara negara maupun swasta dapat lebihif ebekerja dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti amanafyrjdan adil menjadi nilai yang penting.
Ketiga, praktelgood governancadalah praktek bernegara yang bersih dan bebigsodapsi
serta berorientasi pada kepentingan publik. Kaitengraktek penyelenggaraan negara dinilai
baik jika mampu mewujudkan transparansi, peneghkinom, dan akuntabilitas publik.

Good governancdiperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yisien, transparan dan
konsisten dengan peraturan perundangan serta kaijang telah digariskan. Oleh karena
itu, penerapagood governancenerupakan tanggung jawab 3 pilar yang saling berhgéan,
yaitu Penyelenggara Negara (eksekutif, legislatifdikatif), dunia usaha dan masyarakat.
Prinsip dasar yang harus diperankan oleh masingamagsilar, pertama, Penyelenggara
Negara menyediakan peraturan perundangan dan katiy@ng menunjang iklim usaha yang
sehat, efisien dan transparan, melaksanakan pamaperundangan dan penegakan hukum
secara konsisten. Kedua, dunia usaha sebagai pgakar menerapkan GCG sebagai
pedoman dasar pelaksanaan usaha. Ketiga, masyaeldagai pengguna produk dan jasa
dunia usaha, serta pihak yang terkena dampak deaaiysan perundangan atau kebijakan,
juga dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kiegedian melakukan kontrol sosial
secara obyektif dan bertanggung jawab.

Berbeda dengan kementerian lain, Kementerian NeBafsIN menjalankan dua fungsi
sekaligus yakni fungsi menjalankan birokrasi pentahan dan melaksanakan fungsi
korporasi (sebagai pemegang saham pengendali dR$RSejalan dengan misi Pemerintah,
Kementerian Negara BUMN perlu menerapkgood governanceintuk kegiatan internal
dalam menjalankan fungsi regulasi dan korporasitasperbaikan dan pengembangan
penerapan GCG bagi semua BUMN.

Salah satu prinsigovernanceyang baik adalah berjalannya mekanisicleetk and balance
pada suatu organisasi. Mengacu pada struktur @@sinKementerian Negara BUMN,
Menteri BUMN membagi tugasnya kepada 6 Deputi dekr@aris Mene Deputi-Deputi
tersebut menangani sejumlah BUMN sesuai kelompshkidnya dari mulai melaksanakan
fungsi regulasi, juga fungsi korporasi. Untuk teggk governanceyang baik, perlu
pemisahan yang tegas antara fungsi regulasi delggsi korporasi. Fungsi regulasi antara
lain mencakup mengeluarkan peraturan dan kebijakammasuk monitoring dan
pengawasannya dalam rangka pembinaan BUMN-BUMNkumtenghasilkan laba, tumbuh
dan berkembang secara sehat sebagai lokomotif pealggekonomi sektor riil. Sebagai
pelaksana dari kewajiban Pemerintah terdapat behd8BIMN yang juga menyelenggarakan
pelayanan publik. Sedangkan fungsi korporasi manzgembiayaan perusahaaorporate
financg, penetapan dan perubahan anggaran dasar, peannflikeksi dan komisaris,

! Keenam deputi tersebut adalah (1) Deputi BidanghdsPerbankan dan Jasa Keuangan, (2) Deputi
Bidang Usaha Jasa Lainnya, (3) Deputi Bidang Udalgistik dan Pariwisata, (4) Deputi Bidang
Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetatan Penerbitan, (5) Deputi Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Tebekokasi, (6) Deputi Bidang Restrukturisasi dan
Privatisasi.
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kebijakan pembagian dividen, aksi perusahaampprate actiol), penyelenggaraan RUPS,
dan mendapatkan informasi material dan relevammbgnkegiatan perusahaan.

Secara ringkas perlu dikemukakan bahwa guna melgidGementerian Negara BUMN dari
intervensi politik, maka perlu kiranya mengembamggeotokolgood governancbaik dalam
menjalankan fungsi sebagai regulator maupun selkagaorasi

2. Landasan Teoritis

2.1. Kepemilikan, Governance dan Manajemen

Indonesia adalah salah satu negara dimana perananggam perekonomian relatif kuat. Hal
tersebut, salah satunya, ditunjukkan dengan baygalamlah BUMN. Meski begitu, seiring
dengan berjalannya waktu, peran negara semakirs@arakin mengecil. Peran negara yang
berlebihan dalam sistem ekonomi sering dianggam akamunculkan berbagai macam
distorsi yang berujung pada inefisiensi. Maka dtari ada semacam keyakinan pula bahwa
salah satu langkah penting guna meningkatkan dayay sadalah mengurangi intervensi
negara dalam ekonomi, yang dalam konteks kepemilit@ahadap BUMN ditunjukkan
dengan kebijakan privatisasi.

Tentu saja pandangan ini mengandung kebenaran jpuaskukan kebenaran yang absolut.
Jika dilihat dengan lebih mendalam, sebenarnygoersoalan terletak pada berbagai macam
mekanisme dan praktek intervensi yang berlebiham kiskuatan politik dan birokrasi
terhadap entitas bisnis, sehingga menggerogotiee$is Maka dari itu, hal yang lebih
mendesak untuk dibenahi sebenarnya adalah paladsgoaernanceBUMN yang pada
gilirannya akan mempengaruhi pengelolaan sertarjkinperusahaan. Sehingga, dapat
disimpulkan, keberadaan BUMN sebagai salah satuukedari peran negara dalam
perekonomian bukanlah sesuatu yang selalu hargssdiphkan. Inti masalahnya ada pada
persoalan governance Dan dalam banyak kasus, masalgbvernance sering tidak
berhubungan dengan persoalan kepemilikan. Artiny@askipun dimiliki oleh negara tetapi
bisa juga dikelola dengan baik, sehingga mengtasi#inerja yang baik.

Di negara-negara maju (OECD), di mana privatisagadi secara masif, per&tate-Owned
Enterprises(SEOs) masih tetap penting. Pasca gelombang gagatdi tahun 1980-an dan
1990-an, BUMN masih bernilai 20 persen dari totaBP Di banyak negara, BUMN masih
mampu menampung sekitar 10 persen dari total tekeigm, serta menguasai 40 persen dari
kapitalisasi pasar di bursa-bursa saham

Di Singapura peran BUMN justru dominan, ditunjukkdengan keberadaan Temasek
Holdings (private) Limited; sementara di Malaystadiapat Khazanah Nasional Berhad yang
juga penting peranannya dalam perekonomian. Ke@lamipok perusahaan (BUMN) ini

%2 Secara historis, kuatnya peran BUMN ditandai deniebijakan Nasionalisasi terhadap seluruh
perusahaan Belanda pada tahun 1959. Meskipun sétielterjadi dikembalikan lagi kepada pemilik
lama, tetapi menunjukkan betapa peran negara spegtng dalam perekonomian.
% Draft “Guidelines on Corporate Governance of S@tened Enterprises”, OECD, December 2004
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memiliki kinerja dan daya saing yang baik. Dengagitu, kita harus membedakan antara
masalah kepemilikanogvnership di satu sisi dengan masalgbvernancedan pengelolaan
(managementdi sisi yang lain. Kepemilikan oleh pemerintakdalt selalu menghalangi
pengelolaan secara profesional, sehingga BUMN lpism kompetitif. Dalam konteks
membangun protoka@ood governancdi Kementerian Negara BUMN, fokus utamanya lebih
pada perbaikan “governance” dan “management’, bukamata-mata pada struktur
kepemilikan.

Dalam diagram (1) dibawah ini, ditunjukkan bahwapémilikan hanyalah salah satu
komponen perbaikan kinerja dan daya saing. Dengarerppangood public governance
(GPG) dangood coporate governandg&CG) kepemilikan baik oleh swasta maupun oleh
pemerintah akan menghasilkan kinerja yang baiknsigri GPG meliputi : Demokrasi,
Akuntabilitas, Budaya hukum, Kewajaran dan kesetfr&8ementara prinsip GCG meliputi :
Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Iretefensi, serta Kewajaran dan kesetaraan

Mengenai pelaksanaan GPG, dalam sebuah negarandsigjam demokrasi yang sudah
matang, dengan didukung oleh akuntabilitas sestarsi hukum yang solid, serta menjunjung
nilai kewajaran dan kesetaraarfaifnesy, maka kebijakan pemerintah selalu bisa
dipertanggungjawabkan dan cenderung mendorong gaelakn kerja manajerial yang
mengedepankan kinerja dan daya saing. Namun, dataasi di mana sistem demokrasi dan
budaya hukum masih belum terbentuk, seperti yangate terjadi di Indonesia, kebijakan

pemerintah sering menimbulkan efek negatif bagelandan daya saing BUMN. Untuk itu,

dalam rangka menuju BUMN yang berdaya saing tinggnerapan prinsip GPG sangat
diperlukan.

* Lihat, “Konsep Pedoman Good Public Governanced&0Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG).
®> Sebagaimana tertuang dalam “Pedoman Umum GoodoftepGovernance Indonesia” (2006),
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
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Diagram 1. Kepemilikan, Manajemen dan Kinerja

Ownership
structure
@ (SOEs)
Good Public Governance (GPG) Good Corporate Governance (GCG)
- Demokrasi - Transparansi
- Akuntabilitas - Akuntabilitas
- Budaya hukum - Responsibilitas
- Kewajaran dan kesetaraan - Independensi
- Kewajaran dan kesetaraan

SR

Professional Management &
Competence People

Kinerja & Daya
Saing

Sumber : Penulis

Demikian pula, dalam kondisi di mana pola kebijalsgming tidak kondusif bagi kinerja,
kondisi governance perusahaan cenderung tidak golid. Dalam hal ini, usaha untuk
meningkatkan GCG juga harus didorong lewat pener&pRG. Dan sebaliknya. Keduanya
saling terkait dan mempengaruhi, dalam konteks BUMN

Secara ringkas, reformasi BUMN mengandaikan adamgaksanaan governance
pemerintahan yang baikspod Public Governance - GBGsekaligus governance perusahaan
yang baik Good Corporate Goverance - GG&edua prinsip harus diterapkan bersama-
sama, mengingat BUMN selain menjadi entitas korgpsgekaligus juga institusi publik yang
secara teknis sangat ditentukan oleh birokrasipdmangkat politik lainnya, seperti parlemen
dan bahkan partai politik. Kerelaan instrumen hiagskdan partai politik melepaskan BUMN
sebagai entitas yang murni bisnis membutuhkan ppaarGPG.

Berbicara mengenai kinerja, secara umum, kondisiMBU di Indonesia masih
memprihatinkan, karena kinerja dan tingkat dayagajia relatif rendah. Dari sekitar 139
BUMN, sebanyak 109 perusahaan hanya mampu menrkdrasdtal laba (setelah pajak pada
tahun 2006) sebesar Rp 54,64 triliun. SementaraB@®IN lainnya mengalami kerugian
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sebesar Rp 3,33 triliun. Keuntungan juga hanyapditg oleh segelintir BUMN saja,
sementara sebagian besar yang lain sumbanganayestghifikan. Sebesar 82,28 persen dari
total keuntungan BUMN (senilai Rp 46,93 triliunhdsilkan oleh 10 BUMN saja atau setara
dengan 7,1 persen dari jumlah BUMN yang ada. Buraktinerja BUMN juga bisa dilihat
dari data mengenai tingkat pengembalian atas m@dslrn on Equity- ROE) pada tahun
2000 dan 2001 yang hanya mencapai 5,15 persen,dgefsen, atau dibawah tingkat suku
bunga pasar.

Melihat kondisi tersebut, maka sebenarnya agengeernieng Kementerian Negara BUMN
adalah melakukan restrukturisasi kinerja BUMN, dpds dari soal pengalihan
kepemilikannya (privatisasi dan divestasi), dengap memperhatikan pada perbedaan sifat
bisnisnya. Pada dasarnya, BUMN bisa dibedakan mewjaa bentuk perusahaan, yaitu
BUMN yang bertugas mencari laba¢fit making dan perusahaan yang memberikan layanan
publik (Perusahaan Umum/Perum). Meski ada perlakaagy berbeda terhadap dua bentuk
usaha tersebut dalam beberapa hal, tetapi secana semuanya harus tetap dikelola secara
profesional, efisien dan produktif. Jika menyangketusahaan yang memberikan layanan
publik, maka produk yang disampaikateljvered servicgguga harus berkualitas, sehingga
masyarakat mendapatkan layanan yang baik.

Secara hukum, BUMN yang berbentuk PT dengan segdijuga harus tunduk pada UU
No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UJ. BN sana sudah diatur tentang
prinsip-prinsipgood corporate governand&CG). Namun, bagi perusahaan yang berbentuk
Perum, maka UU PT tidak sepenuhnya bisa diacunkamereka memiliki tugas tambahan
melayani kepentingan masyarakat. Meskipun begitasip-prinsip GCG sebagaimana
tertuang dalam UU PT tetap relevan untuk diterapka@ngan kata lain, dalam rangka
membangurgood governangeBUMN bisa mengacu pada prinsip-prinsip yang sderagan
sektor swasta. Persoalan berikutnya adalah membasigtem, struktur dan kultur yang
sebandingdompatiblé dengan sektor swasta, dalam rangka mencapaj&idan daya saing
yang memadai.

Dalam rangka membangun BUMN yang berdaya sain@ $emkinerja baik ini, kita perlu
menengok pengalaman sistem, struktur dan kultur BUdl beberapa negara. BUMN di
Singapura di bawah Temasek Holdings (private) lechitan BUMN Malaysia di bawah
Khazanah Nasional Berhad menunjukkan kinerja yaaik. lBahkan mereka bisa bersaing di
tingkat global dengan jaringan bisnis yang cukdpmldmaik di tingkat regional maupun global.
Belajar dari pengalaman Singapura dan Malaysia slelagy BUMN, maka kita pun
sebenarnya bisa memiliki unit-unit bisnis BUMN yajuga berdaya saing tinggi. Malaysia
memiliki latar belakang dan kultur dan kelembaggang kurang lebih sama, sementara
Singapura terletak dalam wilayah geo-politik yamagna dengan Indonesia. Maka dari itu,
cukup beralasan jika kita menempatkan mereka sebagamodel”.

Reformasi di tubuh BUMN mendesak dilakukan karemeasa umum kinerja mereka tidak
kompetitif. Dalam kerangka teoritis, buruknya kiaedisebabkan dua hal, yaitu "Persoalan
Agensi” (@gency probleindan "Persoalan Keterbukaan Informasiif¢rmational problem
Persoalan Agensi biasanya dipecahkan dengan miekeyalikepemilikan (privatisasi),
sementara masalah Keterbukaan Informasi diandakan terpecahkan dengan sendirinya

® UU ini merupakan pengganti dari UU PT yang lanaatuyUU No. 1 Tahun 1995



jika kepemilikan dialihkan. Pragmatisme pemecahasatah ini mengandung kelemahan
dalam dua halPertama secara empiris, pengalihan kepemilikan tidaklsdi@rhubungan
dengan peningkatan kinerja yang disertai dengaerppan prinsigood governanc&edug
privatisasi terkadang menghadapi perlawanan yargipcikuat dari berbagai kalangan
sehingga cenderung tidak produktif. Maka dari dinutuhkan sebuah strategi besgrad
strategy yang komprehensif dalam mereformasi Kementeri@gada BUMN. Penerapan
good governancdi Kementrian harus dapat menyelesaikan dua halligek, yaitu masalah
agensi dan keterbukaan informasi. Terkait hal psatahal penting yang harus dilakukan
adalah memisahkan antara fungsi regulasi dan peagal BUMN di Kementerian Negara
BUMN. Terkait hal kedua, penerapan prinsip-pringipod public governancelan good
corporate governanckarus dipercepat implementasinya.

Menurut Shleifer (1995) yang terjadi dengan BUMMalatl persoalan kontrak yang tidak
lengkap {(hcomplete contragtantara birokrat dan entrepreneur. Dalam sistgwvernance
yang buruk, BUMN selalu mengandung risiko pengaatibiin keuntungan oleh para birokrat.
Maka dari itu entrepeneur cenderung akan berperilédak maksimal dalam mengelola
perusahaanufderinvestmeit Lebih jauh lagi, Shleifer dan Vishny (1994) majukan dua
soal terkait dengan pengelolaan perusahaan yamdy.kiReertama, struktur kontrol yang tidak
efisien (nefficient control structuredan kedua, penegakan kontrak yang juga lemabr(
enforcement contragt Mentalitas birokrasi menghambat distribusi infi@si, sehingga
memunculkan apa yang dinamakan keuntungan yan§ tefaatat ¢nobservable profjt
Pada perusahaan BUMN, masalah asimetri tidak &gidar antara “public” dan “state”, atau
antara “firm” dan “state”, atau hanya dalam perasahsaja, melainkan asimetri yang sifatnya
luas dan sistemiksystem of crossed-asymmetyi€goperty rightdigerogoti di segala lini.

Apakah privatisasi satu-satunya solusi? Informaangy tidak terbuka dan rendahnya
kompetensi dalam lingkungan bisnis yang kompetigihyebabkan privatisasi bukanlah satu-
satunya solusi terbaik ofe-best-way Goldberg (2000) mengatakan privatisasi yang
dilakukan dalam iklim yang tidak kompetitif hanykaa berarti penjualan aset dalam nilai
yang tidak menentu atau “sale of an asset of usicevalue”. Maka dari itu, yang dibutuhkan
bukanlah semata-mata mengalihkan kepemilikan pduk swasta, melainkan membenahi
governanceiya. Dan jika privatisasi terpaksa harus diambikeka berbagai pertimbangan,
pengalihan kepemilikan harus disertai dengan kkntdan perjanjian gption-cum-
management contragtsSering kali, privatisasi memang tak terhindarkapalagi jika harus
menghadapi pilihan ini; memperpanjang situasi kgaanyang sulitf(nancial lossep atau
mengalihkan tanggungjawab pengelolaan pada swéstkal(and Shirley, 1995). Namun,
privatisasi hanya efektif jika dilakukan dalam kwgpgan yang kompetitif, sistem hukum
yang jelas dan faktor-faktor institusional pendukugang kondusif. Maka dari itu
menciptakan kerangka institusional yang efektif ibagningkatan kinerja BUMN adalah
keharusan, sebelum pilihan-pilihan strategi laindiyarapkan.

Penerapangood governancediharapkan mampu mendukung usaha keterbukaan dan
ketersediaan informasi yang pada gilirannya akandueung pengambilan keputusan yang
beorientasi pada efisiensi biaya, produktifitas ganciptaan nilaivalue creatiofh Dengan
begitu, apapun pilihan kebijakan yang akan ditempmkan memberi nilai tambah yang
berarti, dan bukan justru memunculkan masalah b@overnanceyang baik merupakan
sebuah prasyarat kelembagaan, terhadap pilihajakabiapapun yang akan diambil.



Di Indonesia, dari total BUMN yang ada, baru 14ugsahaan yango publicdi Bursa Efek
Indonesia (BEI). Meskipun begitu, peran BUMN cukpgnting, karena menyumbang 30
persen dari total kapitalisasi pasar senilai Rp,%D%riliun di akhir 2007 lalu. Di Singapura
peran Negara juga sangat penting dalam perekonoditanjukkan dengan pentingnya posisi
BUMN. Jadi dilihat dari sifat struktur kepemilikadndonesia dan Singapura memiliki
karakteristik yang hampir sama, yaitu besarnya gmopBUMN dalam perekonomian. Hal
yang membedakan adalah pringjpvernancedan sistem pengelolaannya, sehingga daya
saing dan kinerja BUMN-nya juga berbeda. Dalam &&ingapura, kepemilikan pemerintah
tidak mempengaruhi pengelolaan Temasek selagding companydari unit usaha yang
dimiliki pemerintah. Pada Maret 2005, Temasek Huddi mengelola total portofio bisnis
sebesar S$ 103 miliar. Dan hampir seluruh unit yeohey di bawah Temasek merupakan unit
yang menguntungkan.

2.2. Menuju Reformasi BUMN di Indonesia

Belajar dari beberapa kasus yang menjadi wacanikmaperti kasus Jamsostek, PT Telkom,
dan PT PGN, pada dasarnya reformasi BUMN pertama-tearus mengarah pada bagaimana
mengurangi intervensi. Sebagai contoh pada kasosa¥ek, penempatan direksi dan
komisaris dengan pihak yang mewakili golongan teue akan berakhir pada situasi
disharmoni yang tentu akan sangat merugikan pemasaliu sendiri. Hal ini menimbulkan
ketidakkompakan baik antar Direksi maupun antarak3i dan Komisaris. Jadi penunjukan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harasupakan suatu tim yang memang
dibutuhkan oleh perusahaan. Dari sini bisa terlbeltwa ada masalah dalam menominasi
calon-calon yang akan duduk dalam kepengurusanodaeks Masalah ketidak kompakan
juga terlihat pada kasus PT Telkom Indonesia.

Berbeda dengan kedua kasus diatas, kasus yang peeiih PGN, sangat terkait dengan
informasi orang dalam, bisa jadi dipakai oleh pib&éku oknum tertentu diluar perusahaan itu
sendiri. Dalam hal ini perlu kiranya melindungi Kemterian Negara BUMN di dalam
mengelola informasi yang masih belum bisa dipuklikblpayanya antara lain menghindari
campur tangan terlalu jauh terhadap kegiatan nmekah perusahaan. Berikutnya, jika
karena akibat menjalankan fungsi korporasi (seb@gmnegang saham pengendali atau
lembaga RUPS), mau tidak mau harus menerima infriyeng belum bisa dipublikasi,
maka perlu dikembangkan mekanisme penanganan iagbrgang masih bersifat rahasia
(semacamChinese wal).

Di dalam praktek, juga tidak jarang Direksi BUMNrisgkali dipanggil oleh DPR untuk
mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari DPR. Sgatinga bila berhadapan dengan hal
seperti ini, Kementerian Negara BUMN bisa menengratidirinya sebagai lembaga
pemerintah yang mempunyai kewajiban guna menjavabampyaan anggota dewan yang
terhormat.

Dengan mengacu pada praktek pengelolaan BUMN dayda (Khazanah) dan Singapura
(Temasek), BUMN harus dikelola secara profesiopattama, peran Menteri BUMN sebagai
regulator dan pengelolaan korporasi harus dipisahkadua, perlu membentukolding
companydan super holding companyang dikelola secara profesional oleh Dewan Direks
dan diawasi oleh Dewan Pengawas (Komisaris) yangasama dipilih berdasarkan
kompetensi (lewafit and proper tegt Menteri BUMN berperamon-executing agencyang
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menjembatani antara BUMN dengan pemerintah selppgaegang saham. Menteri BUMN
juga bertugas menyusun kebijakan BUMN secara kesd®m, berkoordinasi dengan
departemen, parlemen dan pihak-pihak lain. Senembegcuting agencyliserahkan pada
super holding companyang bertanggung jawab pada Menteri Negara BUMahgytugas
utamanya adalah melakukan pengembangan internsgieaan.

Sebagaimana digambarkan dalam diagram (2) di bawgdimal yang perlu dilakukan ada tiga,
yaitu i). Melakukan pemisahan antara fungsi regudas pengelolaanpflitical insulation,

i). Mempertegas fungsi kelembagaan, sebagai perlaba (Perseroan Terbatas), atau
melayani kepentingan publikP@blic Service Obligation iii). Menerapkan prinsipgood
corporate governanceecara terarah dan bertanggung jawab.

Diagram 2. Mempertegas Posisi BUMN dari IntervensPolitik

Political
Insulation
(Public
Governance)

Good Corporate

Clear objective

Governance - Profit making
- Transparansi (PT)

- Akuntabilitas - Public Service

- Responsibilitas Obligation

- Independensi (PSO)

- Fairness

Sumber: Penulis

Terkait isu “Political Insulation”, sebenarnya shdada beberapa rambu-rambu yang
mengatur. Sesuai dengan Perpres No0.9 Tahun 20@a&n¢eikKedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian rdedrepublik Indonesia, tugas
Kementerian Negara BUMN (pasal 106) adalah membBn¢giden merumuskan kebijakan
dan koordinasi di bidang pembinaan badan usah&imégara. Fungsi Kementerian Negara
BUMN adalah:

Perumusan kebijakan nasional di bidang pembinaavBU

Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemipirgaMN

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang migiajaggung jawabnya
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, damamngan di bidang tugas
dan fungsinya kepada Presiden.

arwnE

Dari fungsi-fungsi tersebut, sebenarnya terlindtwe Menteri Negara BUMN diharapkan

berperan sebagaion-executive agenayan lebih berkonsentrasi pada penyusunan regulasi
serta menjamin agar arah yang telah disusun bisgpléimentasikan dengan baik. Sedangkan
fungsi sebagaexecutive agencynasih menjadi bagian dari Kementerian Negara BUMN.
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Sudah saatnya fungsi pengelolaan diserahkan sempgmplada pihak-pihak yang profesional,
dengan tetap melakukan pengawasan yang terukuedategrasi.

Holding Company bertugas layaknya perusahaan modern yang berkoasierpada
peningkatan daya saing melalui restrukturisasi,ingkatan efisiensi, ekspansi bisnis dsb.
Guna mendukung usaha peningkatan daya saing iipnib usaha di bawah Kementerian
Negara BUMN perlu dikelompokkan berdasarkan fokektw serta karakteristik usaha,
murni bisnis atau melayani kepentingan publik. Raare unit-unit usaha BUMN pertama-
tama dilakukan dengan mendasarkan pada perbedagsi f@profit atau public servicg,
kemudiaan berdasarkan kesamaan sektor. Dalam ih&leémenterian Negara BUMN sudah
melakukarre-groupingterhadap 13 sektor usaha yang bisa dikelola daidok perusahadn

Pembentukanholding company juga harus ditempatkan dalam perencanaan ssategi
Kementerian Negara BUMN disertai dengan pemetaesopkan yang dihadapi oleh masing-
masing unit usaha dan kelompok usaha. Dari sandamudian diturunkan menjadi
perencanaan tentang berbagai langkah yang akarbitliamsalnya dengan restrukturisasi,
merger & acquisition, likuidasi dan penjualan gpetvatisasi). Dengan tetap bertumpu pada
perencanaan strategis yang matang serta beroripatis peningkatan daya saing, sosialisasi
kebijakan ini harus diarahkan untuk menggalang dgkn dari berbagai pihak bahwa apa
yang dilakukan adalah demi perbaikan kelembagaaMBUPenyusunan “Visi BUMN
2030” sangat penting untuk menjawab persoalanlets#isi tersebut perlu ditindaklanjuti
dengan penjelasan yang lebih rinci tentang strggeggembangan BUMN. Misalnya, tentang
strategi privatisasi, apa dasarnya sehingga pegdtvdtisasi, berapa jumlah saham yang
diprivatisasi dan dengan cara apa. Penjelasan gatal ini diharapkan mampu meredam
berbagai gejolak penolakan.

Jika rancangan strategis sudah diselesaikan, mgkada terpenting kemudian adalah
melakukan internalisasi di tubuh BUMN sendiri temapentingnya perubahan organisasi
yang disertai dengan peningkatan kompetensi suméga manusia yang disertai dengan
pembangunancore competenceorganisasi. Rencana strategis tersebut juga harus
dimanfaatkan untuk menggalang koalisi dari patakeholders termasuk dengan pihak
legislatif serta serikat-serikat pekerja.

Secara umum, harus disadari terdapat berbagai keselaus yang dihadapi BUMN sekarang
ini. Diantaranya adalah perencanaan strategis i@angh, sehingga portofolio bisnis secara
keseluruhan menunjukkan tidak adanya kemajuan. Islasanendasar lainnya adalah
pendanaan yang minim. Selain itu, gaya manajemenSiaM-nya juga tidak mendukung
daya saing. Selain peralatan dan teknologi yaraktidendukung bisnis proses secara baik,
karena sudah ketinggalan jaman.

Tentang pengelolaan BUMN dengan menerapkan pri@mod Corporate Governance”, UU
No.19 Tahun 2003 sudah mengatur tentang tata carggefplaan dan pengawasan
sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007, rignRerseroan Terbatas (PT). Bagi

" Ke-13 kelompok usaha yang sudah relatif siap untudiipn holding companies, adalah: Jasa
Konstruksi, Agro Industri, Kelautan & Maritim, Jagesuransi, Energi & Petrokima, Transportasi,
Farmasi & Kesehatan, Logistik, Perbankan & Jasaakgan, Perdagangan, Pariwisata & Aneka
Industri, Telekomunikasi & Multimedia, Pertambangaimdustri Manufaktur.
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perusahaan yang sudah mencatatkan diri di burgarsairinsip governance tidak saja diatur
dalam UU PT, melainkan juga oleh UU No. 8 Tahun5l@htang Pasar Modal.

GCG pada dasarnya merupakan pedoman perilaku yapat anenjadi acuan bagi organ
perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkamilala(valueg dan etika bisnis
sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaangabedemikian, masalah governance
sebenarnya sangat ditentukan oleh konteks masisgiganstitusi perusahaan, meskipun
tetap bisa dikondisikan. Penyusunan pedoman GCGQGaladsalah satu usaha untuk
mengkondisikan perusahaan, agar memiliki sisternktsir dan kultur yang sesuai dengan
prinsip-prinsip governance yang baik.

Pedoman tanpa pelaksanaan dan pengawasan tidaknakaitiki makna yang berarti. Maka
dari itu, salah satu agenda terpenting dari peaerdpCG adalah memberdayakan pihak-
pihak yang terkait dengan pengambilan keputusanspbaan. Terkait dengan hal tersebut,
BUMN memiliki ciri khas yang spesifik, baik darigiestruktur, sistem dan kultur. Diagram
(3) dibawah ini menunjukkan “pola governance” BUMDengan adanya pemisahan antara
fungsi regulasi dan pengelola, maka peran Mentexgaxa BUMN sebagai wakil dari
pemerintah harus dipisahkan secara tegas. Posasiselbagai pemegang saham harus
dipisahkan dari posisi sebagai pembuat regulatanfignya, fungsi pengawasan oleh Dewan
Komisaris harus diperkuat, agar kontrol terhadaet& manajemen bisa ditingkatkan.

Sebagai pemegang saham, pemerintah memiliki hak slam wewenang dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), namun selebihnya, pemetid&h boleh terlalu banyak ikut
campur terhadap kepengelolaan. Sebaliknya, peram&omisaris dan Direksi juga diatur
sedemikian rupa, sehingga mengedepankan pringipipri keterbukaan, transparansi,
akuntabilitas dan kesetaraan. Terkait dengan hséhet, diperlukan mekanisme rekrutmen
yang terbuka serta pertanggungjawaban (sistem qrelapyang baik.

Diagram 3. Sistem Governance BUMN

Pemerintah (Menteri Negara BUMN) —
Sebagai Pembuat Regulasi

Pemerintah (Menteri Negara BUMN) —
Sebagai RUPS

N

Direksi &
Manajemen

Dewan
Komisaris

Sumber : Penulis

Dalam rangka mencapai “Clear Objectivdari BUMN, UU 19/2003 juga sudah menegaskan
adanya perbedaan peran dan perlakuan terhadaprd@erskerbatas (PT) dan Perusahaan
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Umum (Perum). Perum bertugas untuk melayani kepgsti umum, seperti Rumah Sakit dan
penyedia transportasi umum. Terlihat sekali, bapamgelolaan Perum masih sangat buruk,
sehingga kualitas layanan publiknya pun teras& ttdamuaskan. Di dalamnya, terkandung
persoalan modal kerja yang kurang, kualitas SDMgyl@mah, serta mental birokrasi yang

tidak berorientasi pada kompetisi. Nampaknya, latean Perum juga menjadi salah satu
target yang mendesak untuk direformasi. Begitupwoit-unit usaha yang berorientasi pada
keuntungan, harus didorong terus-menerus sehingygm shingnya semakin baik. Pendeknya,
diperlukan strategi pengembangan organisasi yamgldi dari level strategis, hingga pada
perubahan cara berpikir dan berperilaku. Diperlupatatinan yang komprehensif, selain

berbagai metode seperti pensiun dini dan pengidemgan SDM baru dengan tingkat

kompetensi yang lebih memadai. Tentu saja jugashdipikirkan skema penggajian yang

lebih baik, sehingga menarik SDM baru yang lebiftkbalitas.

3. Kondisi Empiris

3.1. Rekomendasi Strategis

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi strategisatap upaya reformasi menuju daya
saing tinggi yang disertai dengan penerapan goxeendi tubuh BUMN.

3.1.1. Membentuk “Code of Conduct”.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMN yang mengacu papsernance yang baik perlu

dipertegas. Pedoman perilaku ini harus merangkurmdQeublic Governance (GPG) yang
meliputi Demokrasi, Akuntabilitas, Budaya hukum,w&aran dan kesetaraan dan Good
Corporate Governance (GCG) yang meliputi Transgarakkuntabilitas, Responsibilitas,

Independensi, serta Kewajaran dan kesetaraan.

Tentu saja, prinsip-prinsip dasar tersebut harterjdmahkan ke dalam aturan operasional
yang relevan dalam konteks pengelolaan BUMN. Tértangan aturan dan perundangan,
sebenarnya sudah ada Surat Edaran Nomor S-106/N8\PWN/2000 serta Surat Keputusan
Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMNmMAY KEP-23/M-
PM.BUMN/2000 tentang Penerapan dan Pengembangdielr&CG dalam Perusahaan
Perseroan (Persero). Selanjutnya, sudah ada pulsipsprinsip GCG yang diperkenalkan
pada BUMN, seperti (i) Peran dan Tanggung Jawabi&amns/Dewan Pengawas dan Direksi,
(i) Pembentukan Komite Audit, (iii) Kriteria selsk (fit and proper tegt (iv) Dokumen
Statement of Corporate Inten{SCI), (v) Sistem Remunerasi berdasarkan Kinerja
(Performance Incentive SystgnDemikian pula, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117
Tahun 2002 sudah mewajibkan BUMN menerapkan GCG.

Namun demikian, dokumen yang berisi prinsip-prirGI(pG dan GPG tersebut masih tersebar,
sehingga diperlukan usaha untuk mengkompilasi setokamen tersebut menjadi sebuah
dokumen lengkap sebagai "code of conduct” dari¢ata penyelenggaran BUMN.

3.1.2. Memiliki “Clear Definition and Guidance”.
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Terkait dengan kebijakan pembinaan BUMN, ada duigydmag perlu mendapatkan prioritas.
Pertama, soal pemisahan fungsi regulasi dan pdagalantuk mengurangi intervensi politik.
Dan kedua, mempertegas fungsi sebagai penghasiblaln penyedia layanan publik. Dalam
rangka mengurangi intervensi politik, membangood governancei tubuh BUMN pada
intinya adalah meletakkan dasar agar unit usati@wah BUMN dikelola secara profesional
serta mengurangi campur tangan politik. Selamakixiena buruknya governance di sektor
publik (public governance secara alamiah diikuti pula oleh buruknya gosaoe pada level
korporasi €orporate governange intervensi politik telah menggerogoti kinerja BU.
Penerapan prinsip governance bisa dilakukan depgagusunan "kode etik” atau prinsip-
prinsip dasar yang melibatkan para pihak yang Ipenkingan gtakeholdersbaik langsung
maupun tidak dengan BUMN. Misalnya, Kementerian &fagBUMN, DPR, dan departemen
terkait. Selanjutnya, prinsip dasar tersebut halitexjemahkan dalam sistem serta struktur
yang profesional.

Dalam rangka mengurangi intervensi politik sertanjau@min agar BUMN dikelola dengan
profesional sama seperti sektor swasta lainnyagridikan pemisahan yang tegas antara
pengambil kebijakan dan pengelola perusahaan. Sameni, kedua fungsi tersebut masih
diemban oleh Menteri BUMN. Dalam konsepsi idealn¥@menterian Negara BUMN
hanyalah sebagai wakil dari pemerintah yang mengegapemilikan gwnership atas unit-
unit usaha di bawah BUMN. Selanjutnya, fungsi périgan (manajerial) akan diserahkan
sepenuhnya pada kalangan profesional yang ber@angal Seyogianya struktur organisasi
Badan Kebijakan BUMN sebagai regulator tidak lagenmiiki fungsi-fungsi manajerial,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan furygsig dijalankan oleh Kelompok Usaha
BUMN yang memang bertugas secara langsung mengeialaisnis BUMN.

3.1.3. “Disclosure and Reporting”

Perlu diatur pola pelaporan yang mengedepankarrbkgd@an. Hal yang sering terjadi,
BUMN memiliki dual reporting untuk kepentingan internal dan publik. Dalam lzdnkasus,
sistem ini menyebabkan laporan menjadi tidak Kidterbukaan dalam memberikan informasi
serta sistem pelaporan yang baik akan membantuk umiembentuk dan mengarahkan
(shaping prinsip governance perusahaan yang baik.

3.1.4. “Qualified and Independent Commisioner”.

Salah satu pilar penting penerapan GCG adalah &gaean institusi Dewan Komisaris yang
berkualitas dan independen. Terkait dengan keduddkenisaris di lingkungan BUMN,
masalah rangkap jabatan antara pejabat publik dekgaisaris BUMN harus diperhatikan.
Prinsipnya, di setiap BUMN perlu ditempatkan komsasebagai wakil dari pemerintah
sebagai pemegang saham. Namun, jangan sampai tgntipaliih dengan posisi mereka
sebagai regulator. Mungkin diperlukan rekrutmen skisu bagi komisaris yang akan
ditempatkan di BUMN. Mereka akan digaji oleh Kensian Negara BUMN secara layak
(sesuai standar), yang akan diambil dari pemasykag diserahkan BUMN terkait kepada
pemerintah sebagai pemilik modal.

Perlu dukungan “Profesional Management and Compet@eople”. Dalam rangka transisi
kelembagaan yang memisahkan fungsi regulasi darenkggtolaan, diperlukan pula
mekanisme dan strategi pengaturan kembali stafkdayawan di lingkungan Kementerian
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Negara BUMN. Perubahan sistem dan struktur orgsineean berdampak langsung pada
komposisi karyawan. Hal ini terkadang menimbulkarspalan pelik, karena pengaturan
kembali staf dan karyawan sering menuai penolakanpthak yang merasa dirugikan. Maka
dari itu, secara umum diperlukan strategi dan k&bi) yang seminimal mungkin merugikan
staf dan karyawan. Selanjutnya, seiring dengaretdudnya holding company BUMN, maka

diperlukan “staffing” yang memadai, sehingga dipkan “fit and proper test” terhadap

direksi dan komisaris dahiolding companyang sudah terbentuk.

3.1.5. “Change Management”.

Hal penting dalam perubahan adalah mensosialisasiacana perubahan dengan disertai
usaha untuk mengikutsertakan karyawan dalam ppedahan. Setelah perubahan struktur
dan sistem, hal yang tak kalah krusial adalah mesmggkan sumber daya manusia agar
sesuai dengan tatanan baru tersebut. Kultur lagla& tagi sesuai dengan sistem dan struktur
baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Langd&hyesuaian ini menempati posisi
penting, karena sistem dan struktur yang baru tiglekn berjalan jika tidak ada kondisi
mental (kultur) dari karyawan untuk mendukungnya.

3.2. Langkah Kongkrit Restrukturisasi

Tentang struktur organisasi dan sistem kelembalaamenterian Negara BUMN yang aktual,
dapat dilihat di diagram 4. Dalam struktur terseldénteri Negara BUMN dibantu oleh 6
Deputi yang menggambarkan bidang dan sektor induStlain itu, ada Sekretaris
Kementerian Negara BUMN yang membawahi Biro Penmesga & SDM, Biro Hukum dan
Humas. Meneg BUMN juga dibantu oleh staf ahli sdréavasi oleh Inspektorat.

Diagram 4. Struktur Saat ini

MENTERI NEGARA BUMN ]

______________________ y
1
1
Staf Ahli Sekretaris :
Menteri Kementerian BUMN 1
1
1
— ] !
1

Biro Perencanaan Biro Hukum dan | Kktorat

dan SDM Humas M

Deputi Deputi Deputi Deputl Deputl Deputi

Bidang Usaha Bidang Usaha Bidang Usaha Bidang Usaha Bidang Usaha Bidang
Perbankan dan Jasa Lainnya Logistik dan Agro Industri, Pertambangan, Restrukturisasi
Jasa Keuangan Pariwisata Kehutanan, Kertas, Industri Strategis, dan Privatisasi

Percetakan dan Energi dan
Penerbitan Telekomunikasi
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Berangkat dari kondisi aktual saat ini, kita perhembangun sebuah model ideal dari
pengorganisasian badan usaha milik negara yangrefian kompetitif. Sebagaimana sudah
dijelaskan di bagian terdahulu, model ideal perdgalo BUMN mengacu pada Temasek dan
Khazanah.

3.2.1. Pembentukan Perusahaan Induk

Dalam proses restrukturisasi, tahap yang palingtimgndilakukan adalah melakukan
pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusalilaalding company Dalam
pembentukan perusahaan induk ini, Kantor Mentegake BUMN perlu membangun kerja
sama dengan pihak/departemen terkait. Misalnya, siam rangka membentutolding
companydi bidang jasa keuangan, kerjasama dengan Bardnésih (Bl) sangat diperlukan
dalam rangka rencana pembentukan Universal Bankpgmebank, asuransi, multifinance,
pegadaian dan jasa keuangan lainnya) yang direndadairi pada 2010. Pada fase ini, tidak
menutup kemungkinan terbentdiolding baru yang lebih fokus dan secara konkrit lebih
mudah disatukan. Dalam hal ini, yang diperlukariad&ebijakan “best practices” yang akan
diikuti oleh langkahre-groupinguntuk seluruh BUMN.

Fase pengelompokan akan diikuti dengan langkahgadnmgan unit-unit sejenis, misalnya
PTPN (I - XIV), Inhutani (I — V), Pelabuhan Indomegl — IV), Dok & Perkapalan, Semen,

Pupuk dsb. Sebenarnya, usaha untuk melakukan kestsasi BUMN sudah dimulai sejak

tahun 1980-an, dengan diterbitkannya Instruksi iees Nomor 5 tahun 1988 yang

memberikan wewenang pada BUMN untuk melakukan ukistrisasi, penggabungan usaha
(merge), kerjasama operasi (KSO) dan berbagai bentukspaasi swasta lewat IPO dan

penjualan strategik. Namun nampak dorongan untukkukan restrukturisasi belum begitu
kuat, sehingga kemajuannya terkesan lambat.

Pada prinsipnya, restrukturisasi berupaya mendoagag BUMN sebagai badan usaha milik
negara gtate ownershijpmampu bersaing secara sepadan dengan unit usaktagrivate
ownership. BUMN sebagai unit usaha akan memiliki keduduiang samalével of playing
field) dengan sektor swasta. Dalam rangka meningkatk@rj& dan daya saing tersebut,
diperlukan intensifikasi kebijakan restrukturisB&iIMN. Pertama, untuk menampung seluruh
unit usaha milik negara, diperlukan beberapa "mgldcompany” yang dikepalai oleh para
direksi handal. Kedua, merjer & akuisisi di masmgsing kelompokholding company
diperlukan agar struktur organisasinya menjadhleamping.

Ketiga, privatisasi bagi unit-unit yang memang siilean keberadaannya justru memberatkan
keuangan negara perlu dikaji kemungkinannya, desgarat tidak bertentangan dengan asas
PSO. Pembentukan perusahaan induk tersebut hdalsldn dengan berdasarkan pada
value-chains, business procetsvalue creation.

3.2.2. Tahap Transisi

Sebagaimana digambarkan pada diagram 5, tahapsitrdmsa dilakukan dengan cara
memodifikasi struktur yang ada sekarang (diagramP4insipnya, Menteri Negara BUMN
memiliki dua fungsi utama, yaitu Kepala Badan Kakén BUMN serta Pengelola BUMN.
Guna mendukung tugas fungsi pertama, yaitu sebidgpala Badan Kebijakan BUMN,
Meneg BUMN akan dibantu oleh Sekretaris utama, S&ta deputi-deputi, yang meliputi
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Deputi Pelayanan Publik, Deputi Hukum dan Perundampangan, Deputi Pengelolaan Aset
dan Deputi Pembinaan Operasional.

Sedangkan, dalam kapasitasnya sebagai pengelolaNBiWdneg BUMN akan dibantu oleh
para vice president yang membawahi bidang-bidargjréd¢urisasi, Pembinaan Korporasi,

Pengembangan Bisnis dan Pendanaan & Investasi.dB#uel yang paling bawah, terdapat
para direktur eksekutif yang membawahi beberapaspéaan indukhlding company

Diagram 5. Struktur Transisi

MENTERI NEGARA BUMN
(Kepala Badan Kebijakan BUMN)

[Intern al Audit & Risk Mana gement ] l SEKRETARIS UTAMA I
Dep uti Hu?(len';:u(:ian : Dep uti Dep uti
Pelaya nan Publik Perundang Undangan . Pengelolaan Aset Pembinaan O peras ional

MENTERI NEGARA BUMN
(Ke palaBadan Pengelola BU MN)

Vice President Vice President Vice President VicePresident
Restrukturisa si Pembinaan K orporasi Pengembangan Bisnis Pendanaan& Investasi
Executive Director  § _ _ _ _ _ _ _ _ _ o o o o ______ Executive D irector
Holding Comp. 1 Holding Comp. 11
S

3.2.3. Tahap Ideal

Sebagaimana kami usulkan, tahapan ideal (diagraya®y bisa ditempuh oleh Kemeneg
BUMN adalah menempatkan Menteri Negara BUMN sebd¢gpala Badan Kebijakan
BUMN. Selebihnya, dibentuk induk-induk perusahaasan yang dikepalai oleh para direktur
eksekutif yang bertanggung jawab secara langsupadeeMeneg BUMN.

Mengingat tugas utama Meneg BUMN adalah sebagaiakBadan Kebijakan BUMN, maka
dibutuhkan fungsi-fungsi pendukung, persis samarsiepada tahap transisi, hanya bedanya
tidak ada lagi fungsi Menteri Negara BUMN sebagaidrelola BUMN.
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Diagram 6 : Struktur Ideal

MENTERI NEGARA BUMN
(Kepala Badan Kebijakan BUMN)

| Internal Audit & Risk Management l SEKRETARIS UTAMA ]
Deputi H Eeputt‘ian Deputi Deputi
Pelayanan Publik ukum H Pengelolaan Aset Pembinaan Operasional
Perundang Undangan :
Super Hold. Comp 1 Super Hold. Comp 2 Super Hold. Comp 3 Super Hold. Comp 4 Super Hold. Comp 5

Executive Director L _ _ _ _ _ _ o o o o o o o e e e e > Executive Director
Holding Comp. 1 Holding Comp. 11

4. Penutup

Pemisahan fungsi regulator dan pengelolaan oleheii&gmnian Negara BUMN pada dasarnya
ditujukan untuk mengurangi intervensi politik segandekatan birokratis yang keduanya
berdampak negatif pada kinerja BUMN. Dengan begitbarapkan BUMN dapat dikelola
secara profesional, sehingga mampu bersaing baiasgir domestik maupun global.

Keberadaan BUMN sering diidentikkan dengan birakiden entitas negara sebagai alat
untuk mensejahterakan rakyat sesuai Pasal 33 UUB. 1%eiring dengan perubahan situasi,
terutama setelah era-reformasi, sifat alamiah hgdurantara negara — masyarakat — dunia
bisnis juga berubah. Dalam suasana seperti itoddbrmasi BUMN juga relevan dilakukan.
Sayangnya, sudah terlanjur muncul kesan, bahwamaf BUMN identik dengan privatisasi
atau penjualan asset negara kepada pihak asing.

Dalam konteks tersebut, reformasi BUMN harus dikaliRbn pada tujuan dasarnya, yaitu
meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang hergjpada peningkatan kualitas produk
dan layanannya. Dari pengalaman yang ada selamasahih satu penghambat tidak
berkembangnya unit-unit perusahaan di bawah naumjdMN adalah karena kuatnya
intervensi politik dan pihak ketiga terhadap kepatukeputusan strategis serta proses bisnis
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yang terjadi. Penerapan pringijpod governancealam pengelolaan BUMN menjadi sesuatu
yang mendesak.

Reformasi, restrukturisasi dan transformasi BUMMd®ung dicurigai sebagai rencana
penjualan aset. Maka dari itu, diperlukan sebualargka strategik jangka panjang yang
mengedepankan transformasi internal di tubuh Keememt Negara BUMN, terutama
menyangkut unit-unit bisnisnya. Pembentultaniding companiesnenurut pengelompokan
sektor-sektor usaha unit-unit BUMN harus ditempatkdalam kerangka bangunan
kelembagaan yang menjamin bekerjanya secara poo#dsiunit-unit usaha, dengan
mengedepankan kompetensi, produktivitas, efisigesigan berlandaskan pada penerapan
good corporate governance

Dalam rangka itu, diperlukan manajemen perubahag yersifat makro dan mikro. Makro
dalam pengertian penyusunan kelembagaan Kementddgara BUMN dengan penerapan
prinsip-prinsip “good governance”. Perubahan yareggsifat mikro karena menyangkut
perilaku organisasi masing-masing unit usaha BUM&hg akan ditopang oleh perubahan
karyawan feoplg, jalur komando ¢hain of command struktur organisasis{ructure,
budaya organisasc¢porate culturghingga ke sistem penggajiaihuneratiof. Sedangkan
pada tingkat makro, menyangkut keberadaan Kemani&gara BUMN itu sendiri sebagai
Badan Kebijakan BUMN. Dalam hal ini perlu dirumuskaecara jelas antara fungsi
perumusan kebijakan strategis dengan fungsi pelagelosupaya tidak terjadi tumpang tindih
yang menyebabkan ketidak efisienan dan berakiluz pendahnya daya saing BUMN.
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